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Abstrak:  
Keserentakan Pemilu tahun 2024 akan digelar menjadi 2 gelombang untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Legislatif serta Kepala Daerah. Penyelenggaraan momen akbar ini perlu disusun rencana yang matang mengingat jika ditinjau dari pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020 menghadapi berbagai kendala. Secara garis besar terdapat 4 tantangan yang perlu diantisipasi pada keserentakan Pemilu tahun 2024,  yaitu: 1) akurasi data pemilih; 2) kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) pemilu; 3) akuntabilitas anggaran pemilu; serta 4) proses pengadaan dan distribusi logistik pemilu

Kata Kunci: Pemilu Serentak 2019, Pilkada Serentak 2020, Pemilu Serentak 2024


PENDAHULUAN 
Pemilihan umum merupakan pondasi awal dalam menjalankan kedaulatan yang berlandasan kepada rakyat dan sebagai aturan atau sistem awal bagi negara yang bersistem pemerintahan demokrasi. Tujuan dilakukannya pemilu adalah untuk memilih dan menentukan pejabat publik yang dipilih langsung oleh rakyat. Menurut International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA), pemilu adalah landasan sistem pemerintahan yang demokratis dan sebagai bentuk stabilitas politik. 
Selama ini, di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan demokrasi, menggunakan Pemilu sebagai salah satu syarat utama dalam proses pemilihan pejabat publik. Namun, menciptakan pemilu yang berdemokrasi tidaklah mudah. Menurut Sri Hastuti P (2004), untuk menciptakan pemilu yang berdemokrasi bukanlah persoalan yang mudah. Perlu adanya penyelenggaraan pemilu yang baik, agar sistem dan proses pelaksanaan pemilu dapat menjamin hak-hak rakyat dalam memilih pemimpin dan wakil baik pada lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif.
Apabila kita ingin melihat pemerintahan demokrasi secara umum, berdasarkan pandangan, Moh. Mahfud MD. (1999), terdapat empat syarat utama yang perlu dipenuhi, yaitu adanya lembaga legislatif sebagai tempat wakil rakyat, lembaga eksekutif sebagai penyelenggaraan pemerintahan, lembaga yudikatif sebagai pemberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan pemilu UU, dan pers sebagai alat untuk mengontrol masyarakat. Dari empat lembaga sebagai syarat utama pemerintahan organisasi, sebanyak dua lembaga yaitu lembaga eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui Pemilu. 
Di Indonesia pemilihan lembaga eksekutif terdiri dari pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan untuk lembaga legislatif terdiri dari pemilihan anggota DPR, DPD, serta anggota DPRD yang dilaksanakan melalui pemilihan umum yang diatur pada Pasal 22E UUD 1945. Untuk menentukan sistem pemilu yang tepat terutama bagi negara yang berpenduduk besar seperti Indonesia memiliki tantangan yang cukup besar. Untuk mengatasi hal tersebut, pada tahun 2019 dilaksanakannya Pemilu Serentak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2013. Konsep keserentakan pemilu berdasarkan Putusan MK memiliki empat pertimbangan, yaitu: berkaitan antara sistem pemilihan umum dan sistem pemerintahan presidensial, original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. 
Berdasarkan penelitian Fadli Ramadhanil, dkk (2020) terdapat dua alasan atas putusan dilakukannya pemilu serentak, yaitu: (1) untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensial di Indonesia dengan mempertegas peran Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahaan, serta adanya pemisahan kekuasaan antara Presiden dengan legislatif. (2), efisiensi anggaran, waktu, dan hak warga negara memilih secara cerdas dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun, dengan dilakukannya Pemilu Serentak diharapkan akan memperkokoh sistem presidensial dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Pemilu. Namun, dalam kenyataannya pelaksanaan Pemilu Serentak belum sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Sistem penggabungan 5 kotak suara pada Pemilu Serentak tahun 2019, baik menimbulkan kelelahan fisik maupun psikis bagi para petugas yang dituntut untuk tetap fokus pada seluruh proses pemungutan, perhitungan, dan rekapitulasi suara. Maka tidak heran, terdapat laporan petugas yang sakit bahkan meninggal dunia. Selain pemilu serentak tahun 2019, pemilihan Kepala Daerah pada tahun 2020 yang tetap diselenggarakan walaupun terdapat Pandemi Covid-19 yang menyebabkan anggaran bekak dan naiknya risiko penularan Covid-19.
Selaras dengan permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, BPK RI telah melakukan pemeriksaan terkait penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 terutama terkait aspek efisiensi dan pertanggungjawaban pada KPU. Adapun temuan yang didapatkan, antara lain:
1) Perbedaan regulasi antara UU Pemilu dengan UU Administrasi Kependudukan terkait batas minimal usia bagi pemilih yang berpotensi terjadi kehilangan pemilih sebanyak 11.153 orang.
2) Dalam kriteria rekrutmen Badan Ad Hoc/panitia, terdapat standar Kesehatan yang tidak terpenuhi oleh anggota BPP Ad Hoc, sedangkan tingginya beban kerja yang didapatkan dan proses rekap suara yang masih secara manual menyebabkan banyak anggota BPP Ad Hoc mengalami sakit hingga meninggal dunia.
3) Terkait efisiensi anggaran, terdapat regulasi yang dikeluarkan KPU yang tidak menggunakan data dari Sisminduk Kemendagri yang akan digunakan sebagai dasar data pemilih yang mengakibatkan ketidakefisienan sebesar Rp136,52 miliar.
4) Adanya kelemahan pada proses pengadaan dan proses pendistribusian logistik untuk penyelenggaraan Pemilu yang mencapai 0,74% dari total pengadaan.
Walaupun banyaknya permasalahan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak pada tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tahun 2020, tingkat partisipasi pemilih mengalami peningkatan dan tercatat pada tahun 2020 merupakan peringkat tertinggi partisipasi pemilih dalam lima tahun terakhir yaitu sebesar 77,55% yang akan dijelaskan pada gambar berikut ini.
Gambar 1. Tingkat Partisipasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Periode 2014-2020
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Gambar 1. Tingkat Partisipasi Pemilu dan Pemilihan Serentak Periode 2014-2020Sumber: KPU RI 2021, diolah


Keserentakan Pemilu dan pemilihan kepala daerah yang telah dilakukan memang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Dengan berbagai sistem pemilu yang pernah diterapkan di Indonesia baik serentak maupun tidak, akan memiliki dampak positif dan negatif. Sampai saat ini, baik Pemerintah maupun DPR RI belum melakukan revisi terhadap UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Pemilihan). Dengan belum adanya revisi tersebut, dapat dinyatakan sistem Keserentakan Pemilu akan tetap digunakan dalam Pemilu tahun 2024 nanti. 
Atas permasalahan yang terjadi pada Pemilu tahun 2019 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020, perlu adanya perbaikan dan pemetaan permasalahan terutama terkait aspek pemutakhiran data pemilih, SDM penyelenggara, efisiensi dan akuntabilitas anggaran, serta logistik Pemilu sehingga pelaksanaan Keserentakan Pemilu di tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan baik. 
Salah satu indikator yang dapat menentukan apakah penyelenggaraan keserentakan Pemilu berhasil atau tidak ialah tinggi atau tidaknya tingkat partisipasi pemilih. Kesuksesan penyelenggaraan Pemilu dapat dilihat dari antusiasme masyarakat untuk memilih presiden dan wakil rakyat baik pada tingkat pusat maupun daerah. Dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih pada penyelenggaraan Pemilu Serentak di tahun 2024 nanti, perlu diimbangi dengan langkah antisipasi dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu Serentak sebelumnya. Oleh karena itu, terdapat 5 (lima) poin permasalahan pada penyelenggaraan Pemilu Serentak sebelumnya, yang dapat digunakan sebagai pencegahan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas keserentakan pemilu pada tahun 2024 nanti, yaitu:


PEMBAHASAN
Akurasi dan Pemutakhiran Data Pemilih
Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (3), Pasal 28E ayat (3), dan Pasal 43 ayar (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menjelaskan bahwa hak untuk memilih dan dipilih merupakan hak yang diakui dan dapat dilindungi. Hak memilih dan dipilih adalah salah satu syarat dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan adanya pemilih (rakyat) dan pihak dipilih (pihak eksekutif dan legislatif), maka Pemilu dapat dilaksanakan. Berdasarkan laman cekdptonline.kpu.go.id, per November 2022 jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 189.260.501 DPT (34 Provinsi) atau sebesar 68,73% dari jumlah penduduk Indonesia per semester I sebanyak 275.361.267 orang. Untuk memastikan data pemilih dapat terdata secara update dan dapat memenuhi hak pilih masyarakat Indonesia, maka pemutakhiran data menjadi keharusan. Pelaksanaan pemutakhiran data telah tertuang pada Pasal 14 huruf I UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menjelaskan bahwa KPU wajib melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan. 
Perlu disadari bahwa data kependudukan bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh tingkat kelahiran dan kematian. Apabila dalam konteks data kependudukan yang digunakan untuk Pemilu, tidak semua data kependudukan dapat digunakan, hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 198 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 2 angka 6 UU No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Umum, penduduk yang dapat melakukan Pemilu yaitu diantaranya telah genap berumur 17 tahun atau lebih dan sudah kawin ataupun pernah kawin. Dengan data kependudukan yang bersifat dinamis, maka pemutakhiran data penting dilakukan guna memastikan hak pilih WNI. Tujuan dilakukannya pemutakhiran data pemilih, yaitu: (a) untuk memastikan telah terdaftar seluruh WNI pada DPPT sebagai pemilih; (b) memastikan keakuratan data pemilih yang dimiliki KPU, apakah sesuai dengan kondisi rill pemilih; (c) memberikan pelayanan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang akan ditetapkan untuk menggunakan hak pilih; dan (d) memastikan bahwa DPT tidak mengandung nama pemilih yang belum berhak memilih. Pada penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019, terdapat permasalahan pemutakhiran data yang dijelaskan dalam LHP BPK RI, yaitu diantaranya sebagai berikut:
a. Keterlambatan proses pemutakhiran data pemilih
Berdasarkan LHP Kinerja Pemilu 2019 (BPK, 2020), pemutakhiran data pemilih belum dilaksanakan secara tidak tertib di beberapa daerah, diantaranya pada Prov. Kalimantan Barat, Prov. Sulawesi Utara, dan Prov. Maluku Utara. Keterlambatan terjadi dikarenakan adanya kelalaian KPU dalam melaksanakan pemutakhiran data serta terdapat hambatan jaringan dan kemampuan server SIDALIH. Atas keterlambatan tersebut, perlu adanya pertimbangan perpanjangan waktu perbaikan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) untuk mewujudkan data pemilih yang akurat dan mutakhir.
b. WNI yang memiliki form AC belum seluruhnya masuk ke Daftar Pemilih Tetap (DPT)
Form AC digunakan bagi pemilih yang tidak memiliki e-KTP untuk tetap dapat memberikan hak suaranya. Namun, pada penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2019 terdapat sedikitnya 33.180 pemilih terancam tidak mendapatkan haknya dikarenakan form AC belum tercantum dalam DPT. Seharusnya, permasalahan tersebut mendapatkan perhatian serius oleh stakeholder terkait, karena menyangkut hak pilih warga negara Indonesia.
Tabel 1. WNI memiliki form AC tidak masuk DPT
	No.
	Provinsi
	Jumlah DPK

	1.
	Aceh
	35 pemilih

	2.
	Kalimantan Tengah
	1.512 pemilih

	3.
	Kalimantan Timur
	7.460 pemilih

	4.
	Kalimantan Utara
	13.594 pemilih

	5.
	Sulawesi Utara
	3.966 pemilih

	6.
	Sulawesi Tenggara
	390 pemilih

	7.
	Sulawesi Barat
	2.321 pemilih

	8.
	Maluku
	1.238 pemilih

	9.
	Papua
	2.132 pemilih

	10.
	Papua Barat
	3 pemilih

	11.
	Nusa Tenggara Timur
	529 pemilih


Sumber: LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, diolah

c. DPK belum dimasukan ke DPT berkelanjutan
Daftar Pemilih Khusus (DPK) merupakan daftar pemilih yang telah mempunyai hak untuk memilih namun belum terdaftar dalam DPT dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Berdasarkan ketentuan, seharusnya DPK dapat diinput ke dalam Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) untuk selanjutkan akan diinput kedalam DPT sebagai pemutakhiran data pemilih pada kegiatan Pemilu selanjutnya. Namun, berdasarkan hasil pemeriksaan, masih banyaknya jumlah DPK yang belum terinput ke DPT berkelanjutan, sehingga data daftar pemilih yang dimiliki KPU tidak mutakhir/terupdate dan tidak dapat segera dilakukan pemutakhiran berkelanjutan. Berikut beberapa daerah yang DPKnya belum dimasukan ke dalam DPT Berkelanjutan:
                   Tabel 2. DPK yang belum dimasukan ke dalam DPT BerkelanjutanSumber: LHP Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019, diolah

	No.
	Provinsi
	Jumlah DPK

	1.
	Sulawesi Utara
	26.239 pemilih

	2.
	Jawa Barat
	27.227 pemilih

	3.
	Sumatera Utara
	37.015 pemilih

	4.
	Aceh
	17.189 pemilih

	5.
	Riau
	138.126 pemilih

	6.
	Jambi
	71.090 pemilih

	7.
	Bengkulu
	16.672 pemilih

	8.
	Lampung
	46.000 pemilih

	9.
	Kep. Bangka Belitung
	21.716 pemilih

	10.
	Kep. Riau
	26.143 pemilih

	11.
	Jawa Tengah
	63.617 pemilih

	12.
	DI Yogyakarta
	20.025 pemilih

	13.
	Jawa Timur
	22.492 pemilih

	14.
	Bali
	12.849 pemilih

	15.
	Nusa Tenggara Barat
	293.315 DPK belum ditemukan dan 5.969 DPK invalid

	16.
	Nusa Tenggara Timur
	26.042 pemilih

	17.
	Kalimantan Barat
	25.492 pemilih

	18.
	Kalimantan Tengah
	32.003 pemilih

	19.
	Kalimantan Selatan
	75.244 pemilih

	20.
	Kalimantan Timur
	103.247 pemilih

	21.
	Kalimantan Utara
	19.466 pemilih

	22.
	Sulawesi Tengah
	7.848 pemilih

	23.
	Sulawesi Selatan
	28.619 pemilih

	24.
	Sulawesi Tenggara
	27.994 pemilih

	25.
	Sulawesi Barat
	3.327 pemilih

	26.
	Maluku
	23.507 pemilih

	27.
	Maluku Utara
	6.368 pemilih

	28.
	Papua
	9.752 pemilih

	29.
	Papua Barat
	12.739 pemilih



Berdasarkan hasil diskusi yang dilakukan oleh Puskaji AKN dengan beberapa KPU dan Bawaslu di daerah, pemutakhiran data pemilih masih dilakukan oleh beberapa KPU dan Bawaslu daerah sebagai bentuk pengawasan untuk daftar pemilih berkelanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala, seperti kurangnya keterlibatan dan tanggapan dari masyarakat. Sehingga, tingkat akurasi, tingkat kemutakhiran, dan tingkat komprehensifitas data pemilih belum sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu, menurut Ketua Bawaslu Prov. Sumatera Utara Syafrida R Rasahan (2021) terdapat kesulitan dalam melakukan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan karena tidak mendapatkan akses data pemilih by name by address.
d. Kurangnya koordinasi KPU dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
Koordinasi yang dilakukan KPU dengan Disdukcapil guna mendapatkan daftar pemilih yang akurat dan akuntabel serta kesediaan Disdukcapil untuk melakukan perekaman e-KTP atau penerbitan surat keterangan apabila blanko e-KTP sudah habis. Koordinasi antara KPU dengan Disdukcapil memang perlu dilakukan, terutama untuk pemutakhiran data pemilih. Namun, pada kenyataannya koordinasi tersebut dinilai belum maksimal. Seperti yang terjadi di Prov. Sumatera Utara, diketahui bahwa tidak adanya koordinasi sebagai tindaklanjut atas daftar pemilih potensi non-KTP elektronik yang akan mengakibatkan sebanyak 31 warga berpotensi tidak memenuhi syarat pada Pemilu dan pemilihan berikutnya. Sedangkan di Sulawesi Tenggara, terdapat 38 pemilih belum melakukan perekaman dan belum memiliki e-KTP dan Disdukcapil tidak pernah melakukan penerbitan surat keterangan kependudukan selama tahun 2018-2019.
e. Kegiatan pencocokan dan penelitian (Coklit) belum dilaksanakan sesuai aturan
Coklit merupakan kegiatan yang dilakukan Pantarlih untuk melakukan penyegaran data pemilih dengan cara mendatangi langsung pemilih. Sebelum pemutakhiran data pemilih dilaksanakan, terdapat bimbingan teknis untuk Pantarlih yang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS secara berjenjang. Namun, walaupun terdapat bimbingan teknis, masih ditemukan beberapa daerah yang melaksanakan Coklit belum sesuai aturan. Permasalahan tersebut terjadi pada Prov. Sulawesi Utara, yang dimana diketahui bahwa pada laporan hasil Coklit tidak disimpan secara memadai dan tidak semua pemilih yang terdapat di DPT Kab/Kota telah didatangi oleh petugas pantarlih. Berdasarkan hasil diskusi Puskaji AKN dengan beberapa Bawaslu daerah, diketahui bahwa pengawasan Bawaslu Sulawesi Utara pada pemilihan tahun 2020, terdapat proses pelaksanaan sub tahapan Coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilihan (PPDP) tidak sesuai dengan SOP.
f. Permasalahan pertanggungjawaban keuangan negara dalam kegiatan pemutakhiran data
Berdasarkan hasil pemeriksaan atas penggunaan anggaran atas kegiatan pemutakhiran data pemilih pada KPUD Provinsi, masih terdapat permasalahan seperti potensi penyalahgunaan anggaran belanja yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp258.860.000,00 pada Prov. Aceh dan tidak diyakini kebenarannya atas kegiatan KPU Kab. Hulu Sungai dan KPU Kab. Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan sebesar Rp107.642.045,00. Permasalahan pertanggungjawaban keuangan negara atas kegiatan pemutakhiran data tidak lain karena kurangnya pengawasan internal. Oleh karena itu, KPU Pusat perlu memberikan pengawasan dan sanksi yang tegas.
Sumber Daya Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan
Sumber daya penyelenggara Pemilu dan pemilihan atau yang sering disebut sebagai badan Ad Hoc memiliki peran yang penting dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak pada tahun 2019 dan 2020. Namun, penyelenggaraan Pemilu Serentak menjadi beban tambahan bagi badan Ad Hoc. Setidaknya terdapat empat permasalahan yang akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Rekrutmen sumber daya manusia penyelenggara Pemilu
Penyelenggaraan Pemilu Serentak pada tahun 2019 dan 2020 yang menggunakan sistem penggabungan 5 kotak suara, menimbulkan kelelahan fisik ataupun psikis bagi para petugas Ad Hoc yang menyebabkan banyaknya petugas yang mengalami sakit hingga meninggal dunia, seperti yang digambarkan pada grafik berikut ini:
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Sumber: KPU RI 2021, diolah


Dengan beban pekerjaan Badan Ad Hoc yang mengalami peningkatan dikarenakan menggunakan sistem Pemilu Serentak, maka kebutuhan standar perekrutan petugas Ad Hoc perlu didorong. Dorongan dapat berupa penambahan surat keterangan sehat jasmani & rohani dari dokter, serta surat keterangan tidak menjadi anggota/pengurus dalam partai politik minimal lima tahun. Selain perlu menyertakan surat Kesehatan, kriteria pendidikan untuk calon KPPS yaitu serendah-rendahnya SLTA atau sederajat. Walaupun permasalahan rekrutmen penyelenggara pemilu merupakan hal yang wajar menurut BPK RI. Hal tersebut dikarenakan adanya keterbatasan SDM yang tersedia karena pelaksanaan Pemilu dilakukan secara serentak.
b. Kekosongan kepemimpinan pada KPU Provinsi dan Kabupaten/kota
Permasalahan lainnya akan adanya kekosongan anggota KPU pada Pemilu Serentak tahun 2024 dikarenakan berakhirnya masa jabatan kepemimpinan KPU akan dijelaskan di tabel berikut ini:
Tabel 3. Akhir Masa Jabatan (AMJ) anggota KPU Provinsi dan Kab/Kota 2023-2025Sumber: KPU RI 2021, diolah

	AMJ KPU
	2023
	2024
	2025

	
	Satker
	Orang
	Satker
	Orang
	Satker
	Orang

	Provinsi
	24
	136
	9
	49
	1
	5

	Kab/Kota
	317
	1585
	196
	980
	



Apabila kekosongan tersebut tidak diatasi dengan segera, akan mengakibatkan munculnya permasalahan baru, diantaranya: (a) KPU harus membenahi pelaksanaan seleksi anggota KPU pada 10 gelombang dan mengelola gugatan dari calon anggota KPU bersamaan dengan mengelola tahapan pemilu dan pemilih, (b) terdapat potensi kesalahan dalam tahapan administrasi Pemilu dikarenakan dalam proses transisi anggota KPU akan beririsan dengan tahapan krusial dalam Pemilu ataupun pemilihan, dan (c) tahapan penting dalam Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 kemungkinan akan beririsan dengan masa orientasi tugas anggota KPU baru pasca pelantikan.
c. Irisan masa kerja Badan Ad Hoc
Berdasarkan rapat kerja Komisi II DPR RI dengan KPU RI diketahui bahwa dalam simulasi irisan tahapan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024, dinilai tidak ada irisan dalam masa kerja bagi Badan Ad Hoc. Namun, apabila terjadi pemungutan suara ulang atau putaran kedua, maka irisan masa kerja Badan Ad Hoc akan terjadi. Potensi irisan masa kerja apabila terjadi pemungutan suara ulang adalah jika pemungutan suara ulang dilakukan pada bulan Juni 2024 maka akan beririsan dengan verifikasi faktual terkait pemcalonan pemilihan di tingkat Desa/Kelurahan. Selain itu, Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Putaran Kedua akan berbarengan dengan Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan pada bulan Mei 2024.
d. Kekosongan pemimpin di daerah
Pelaksanaan Pemilu tahun 2024 nanti menimbulkan konsekuensi terjadinya penundaan pemilihan Kepala Daerah yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2022-2023. Tercatat setidaknya sebanyak 272 daerah yang akan terjadi kekosongan kepemimpinan dengan rincian pada grafik dibawah ini:

Grafik 2. Jumlah daerah yang akan mengalami kekosongan Kepala Daerah
[image: ]Sumber: KPU RI 2021, diolah

Apabila kekosongan kepemimpinan di daerah tidak ditindaklanjuti akan menimbulkan efek dilematis yaitu apabila menggunakan opsi perpanjangan masa jabatan akan bertentangan dengan Putusan MK No.17/PUU-VI/2008 yang menegaskan bahwa masa jabatan harus sesuai dengan UU yaitu 5 tahun.
Efesiensi dan akuntabilitas anggaran pada pelaksanaan Keserentakan Pemilu dan Pemilihan
Tujuan diselenggarakan Pemilu 2024 secara serentak yaitu untuk mengurangi beban biaya baik dalam bidang sosial, politik, dan juga ekonomi. Pada saat pemilihan dilaksanakan secara tidak serentak, Pemilihan berlangsung hampir setiap pekan di Kab/Kota maupun Provinsi. Hal tersebut mengakibatkan peluang atas timbulnya permasalahan dalam bidang ekonomi, politik dan juga sosial.
a. Mekanisme pendanaan Pemilu dan Pemilihan
Penyusunan pendanaan Pemilu meniru siklus penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta merujuk pada UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara, UU APBN yang berlaku, PP no. 90 /2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, dan beberapa Peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan teknis terkait lainnya.
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Gambar 2. Siklus Penganggaran Pemilu dalam Anggaran KPU RISumber: Buku Tata Kelola Pemilu di Indonesia (2019)


Berkaca pada penganggaran biaya Pemilu Serentak tahun 2019 yang dilakukan secara bertahap selama tiga tahun,  pada tahun pertama sebagai tahun persiapan, tahun kedua sebagai penguatan, Sedangkan tahun ketiga sebagai tahun pelaksanaan. Dalam tahapan persiapan Pemilu, alokasi anggaran dibagi untuk kegiatan seperti persiapan logistik, penataan dan penetapan daerah Pemilihan (dapil), pemutakhiran data pemilih, pendaftaran dan verifikasi peserta Pemilu, penetapan calon presiden dan wakil presiden, serta calon anggota legislatif serta edukasi terkait Pemilu pada masyarakat. KPU di daerah memegang peran penting terkait Pemilihan apabila pendanaan berasal dari APBN, pendanaan yang bersumber dari APBD berupa Belanja Hibah Kegiatan Pemilihan seperti proses perencanaan, proses penyusunan, proses pembahasan, proses pengajuan, dan menyepakati anggaran Pemilihan bersama dengan pemerintah daerah setempat.
b. Realisasi biaya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak
Merujuk data pemeriksaan BPK RI, realisasi biaya atas pelaksanaan Pemilu tahun 2014 adalah sebesar Rp16,19 triliun. Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019 terjadi peningkatan realisasi biaya sebesar Rp23,72 triliun. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya kenaikan biaya per pemilih dari Rp85.054,48 pada tahun 2014 menjadi Rp123.063,18 pada tahun 2019. Selain itu, alasan peningkatan anggaran Pemilu pada tahun 2019 juga disebabkan oleh bertambahnya Daftar Pemilihan Tetap (DTP).
                  Tabel 4. Kenaikan Jumlah DPT Pada Tahun 2014 dan 2019
	DPT Pileg 2014
	DPT Pilpres 2014
	DPT Pemilu 2019

	187.852.992 Pemilih
	190.307.134 Pemilih
	192.770.661 Pemilih 


Sumber: LHP Kinerja BPK RI atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 pada KPU (diolah)

Meningkatnya DTP berdampak pada bertambahnya kebutuhan logistik dalam pelaksanaan Pemilu. Hal tersebut berakibat pada meningkatnya anggaran Pemilu. Hal tersebut terlihat pada Pemilu 2019 yaitu KPU menganggarkan biaya untuk alat peraga kampanye (APK). Selain itu, adanya kenaikan honor dalam penyelenggara Pemilu seperti Ad hoc (PPK, PPS, dan KPPS) dan panitia yang bertugas di luar negeri juga menjadi alasan atas naiknya anggaran Pemilu. Peningkatan jumlah TPS pada tahun 2019 disebabkan oleh ketentuan pembatasan jumlah pemilih pada masing-masing TPS yaitu sebanyak 300 pemilih, jumlah  tersebut menurun dibandingkan dengan jumlah pemilih per TPS pada tahun 2014 yaitu sebanyak 500 pemilih. Naiknya anggaran pengawas pada Bawaslu RI disebabkan oleh meningkatnya jumlah aparatur pengawas Ad hoc serta naiknya harga sewa sarana dan prasarana juga menjadi bertambahnya anggaran pada Pemilu tahun 2019.
Namun, Pemilu yang diselenggarakan secara serentak memberikan dampak positif berupa penghematan anggaran seperti efisiensi anggaran atas honor petugas Pemilu yang mencapai 50% serta efisiensi biaya atas pemutakhiran data pemilih yang hanya dilakukan satu kali pada awal persiapan Pemilu. KPU juga melakukan beberapa upaya dalam menghemat anggaran seperti memanfaatkan Katalog Elektronik dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik serta penggunaan kotak suara kedap air berbahan karton.
Langkah efisiensi yang telah diupayakan oleh KPU dalam penganggaran tetap tidak luput dari timbulnya permasalahan. Salah satunya terkait mengenai anggaran monitoring evaluasi dan distribusi logistik yang belum sepenuhnya tersalurkan pada daerah terluar yang sulit terjangkau. Selain itu terdapat ketidakefisienan pembayaran honor atas kegiatan pencocokan dan penelitian pada saat pemutakhiran data pemilih dikarenakan masih terdapat permasalahan DPT yang belum valid yang disebabkan karena KPU tidak merujuk pada data dari Kemendagri pada sistem Sisminduk sebagai dasar referensi data pemilih.
c. Anggaran penyelenggaraan tahun 2024
Merujuk Surat Bersama Menteri Keuangan RI Nomor S634/MK.02/2021 dan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 516/M.PPN/D.8/KU.01.01/07/2021 tanggal 23 Juli 2021, KPU diberikan anggaran sebesar Rp2.452.965.805.000.  Usulan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan Pemilihan dan Pemilu Serentak 2024 mencapai Rp139.578.321.886.000. Berdasarkan hasil audiensi antara DPR RI dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada hari Senin, 6 Juni 2022 di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Pemerintah dan KPU telah menyepakati anggaran untuk Pemilu 2024 adalah sebesar Rp 76,6 triliun.
d. Akuntabilitas anggaran Pemilu dan Pemilihan Serentak
Dari beberapa pengertian mengenai akuntabilitas, terdapat pengertian mengenai akuntabilitas finansial yaitu bentuk pertanggungjawaban dari lembaga-lembaga publik atas penggunaan anggaran/uang publik baik secara efisien, ekonomis, efektif, tidak adanya pemborosan, serta kebocoran dana maupun korupsi sehingga perlu adanya pengelolaan anggaran atas penyelenggaraan Pemilu. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dalam mengelola anggaran penyelenggaraan Pemilu yang akuntabel seperti:
1) Keterbatasan anggaran bimtek bagi BPP Ad Hoc 
Pada pelaksanaan Pemilu tahun 2019, KPU memberikan bimbingan teknik (Bimtek) kepada PPK, PPS dan KPPS dan juga menerbitkan Buku Kerja dan Buku Panduan yang didalamnya berisi mengenai uraian kerja bagi setiap BPP Ad hoc. Namun dalam Bimtek tersebut tidak membahas mengenai pengelolaan serta pertanggungjawaban keuangan, serta pendistribusian logistik suara. Belum sepenuhnya semua anggota BPP Ad Hoc memahami tugas dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 dikarenakan belum seluruhnya sekretaris dan anggota BPP Ad Hoc di Indonesia mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh KPU. Keterbatasan anggaran menjadi penyebab tidak terselenggarakannya Bimtek di seluruh KPU di Indonesia baik Provinsi dan Kab./Kota.
2) Permasalahan honorarium BPP Ad Hoc dan honor Pokja
Terdapat beberapa permasalahan dalam realisasi belanja atas Honor BPP Ad Hoc dan Honor kelompok Kerja (Pokja). Permasalahan tersebut diantaranya berupa adanya pembayaran honor BPP Ad Hoc yang dibayarkan bukan kepada yang berhak, terdapat kelebihan pembayaran dikarenakan jumlah personel serta masa kerja tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan serta adanya kekurangan dan keterlambatan dalam menyetorkan pajak atas pembayaran honor BPP Ad Hoc, dan lain-lain. Sedangkan permasalahan yang timbul dalam realisasi belanja honor pokja yaitu diantaranya adanya pembayaran honor pokja yang masa kerja telah melebihi batas waktu, adanya pembayaran honor pokja yang melebihi batas personil yang dapat menerima honor, serta terdapat honor yang dibayarkan melebihi tarif honor yang sudah ditetapkan.
3) Permasalahan belanja atas kegiatan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
Dalam realisasi belanja program kegiatan pemutakhiran data pemilih serta penyusunan daftar pemilih, diketahui terdapat permasalahan diantaranya berupa adanya pembayaran kegiatan pemutakhiran data pemilih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara seluruhnya, terdapat dokumen pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan peruntukannya, serta terdapat pembayaran kepada yang tidak berhak pada kegiatan pemutakhiran data pemilih.
4) Permasalahan pengelolaan dan pertanggungjawaban belanja kegiatan pengadaan dan pendistribusian logistik
KPU melakukan kerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk melancarkan jalanya kegiatan penyelenggaraan Pemilu khususnya dalam hal kegiatan pengadaan logistik. Namun, hal tersebut tidak luput dari beberapa permasalahan seperti masalah yang timbul pada saat penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) karena tidak didukung oleh dokumen perhitungan serta tidak dilakukan survei dalam menyusun HPS dan permasalahan lainnya. Dalam hal pendistribusian logistik yang dilakukan secara swakelola juga terdapat permasalahan yaitu adanya kelebihan pembayaran. Selain itu juga masih terdapat permasalahan seperti adanya bukti pertanggungjawaban yang tidak valid dan tidak lengkap dan beban anggaran belum dipertanggungjawabkan yang disebabkan oleh kesulitan dalam membuat laporan.
5) Permasalahan pertanggungjawaban belanja kegiatan pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara
Pemilu pada tahun 2019 diselenggarakan secara serentak bertujuan agar mengefisiensi waktu. Namun pada kenyataannya, waktu yang dibutuhkan dalam tahapan pemungutan dan perhitungan suara justru membutuhkan waktu yang lebih lama. Kotak suara yang berjumlah  5 (lima) kotak membutuhkan tenaga lebih sehingga berdampak pada bertambahnya beban penyelenggara di lapangan. Permasalahan lain yang timbul pada saat belanja kegiatan pemungutan suara dan perhitungan suara Pemilu 2019 yaitu ditemukan bukti pertanggungjawaban belanja yang tidak tidak sesuai ketentuan administrasi, tidak valid, tidak lengkap dan tidak dilengkapi bukti. Selain itu terdapat pembayaran yang berlebih pada uang perjalanan harian dinas dan biaya hotel.
Pengadaan dan distribusi logistik pemilu dan pemilihan serentak
Tata kelola perlengkapan pemungutan suara yang baik diyakini akan membawa dampak positif pada penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan akuntabel (Ahmad Nazir, 2017). Berdasarkan pasal 341 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlengkapan pemungutan suara terdiri dari surat suara; kotak suara; bilik pemungutan suara; segel; tinta; alat untuk mencoblos pilihan; serta tempat pemungutan suara. Dalam pelaksanaan Pemilu Serentak 2019, persiapan logistik Pemilu dan perlengkapan pemungutan suara adalah sebagai berikut:
	Tabel 5. Jumlah logistik Pemilu 2019
	No.
	Logistik
	Jumlah

	1.
	Kotak Suara
	4.060.079 Kotak Suara

	2.
	Surat Suara 
	939.879.651 Lmbr

	3.
	Sampul
	51.251.851 Lmbr

	4.
	Segel
	75.116.829 Keping

	5.
	Bilik Suara
	2.114.583 Bilik

	6.
	Tinta
	1.603.676 Botol

	7.
	Alat Bantu Tuna Netra
	1.610.148 Lmbr

	8.
	Hologram
	62.263.014 Keping

	9.
	Formulir
	561.097.820 Lmbr

	10.
	Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap
	3.996.636 Lmbr


Sumber: Media Keuangan Kementerian Keuangan (April 2019) 

a. Dasar hukum logistik Pemilu/perlengkapan pemungutan suara
Pengadaan perlengkapan untuk pemungutan suara di Indonesia telah diatur didalam beberapa peraturan seperti UU No.7 Tahun 2017, tepatnya pada Pasal 344, ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 350, ayat (3); Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.15 Tahun 2018, pada pasal 10 ayat (1); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 yang telah diubah dengan PKPU No.13 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 421/HK.03-Kpt/07/KPU/IX/2020; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018.
b. Urgensi manajemen logistik terhadap penyelenggaraan Pemilu yang demokratis dan akuntabel
Pengelolaan logistik yang akuntabel sangat diperlukan dalam mensukseskan jalannya Pemilu, logistik dalam Pemilu memiliki fungsi untuk menghormati dan melindungi setiap suara pemilih sehingga dalam mempersiapkan logistik harus dipastikan tepat dalam beberapa hal seperti jumlah, jenis, sasaran, waktu, kualitas, serta efisiensi. Berdasarkan keterangan dari Bawaslu pada tahun 2019, terdapat permasalahan yang selalu berulang sejak Pemilu 2004, 2009, 2014 dan Pemilu 2019 yaitu pengelolaan logistik seperti terlambatnya distribusi, logistik yang tidak sesuai spesifikasi, surat suara yang hilang dan tidak ada fasilitas di TPS bagi pemilih disabilitas. Permasalahan logistik Pemilu menduduki posisi kedua dalam hal tingkat kerawanan tertinggi yang mencapai 47% di 244 dari 514 Kabupaten/Kota di Indonesia. Sehingga hal tersebut juga berdampak pada kualitas dari Pemilu serta timbulnya rasa tidak percaya masyarakat terhadap para penyelenggara Pemilu.
c. Permasalahan pengadaan logistik/perlengkapan pemungutan suara Pemilu Serentak 2019
Dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pengadaan logistik pada Pemilu 2019 juga tidak luput dari permasalahan yang menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan pada 2 (dua) tahapan Pemilu pada KPU RI  dan juga KPUD yaitu sebagai berikut:

1) Tahap perencanaan
Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilakukan berkali-kali oleh KPU akan berimbas pada pelaksanaan dan proses pengalokasian pengadaan surat suara. Dalam menentukan metode Pemilihan atas penyediaan barang dan jasa pada saat proses perencanaan pengadaan yang dilakukan secara offline akan berdampak pada waktu kurang efektif.  Dalam hal logistik, terdapat permasalahan berupa ketimpangan antara rekomendasi Bawaslu perihal penambahan jumlah surat suara yang didistribusikan ke TPS dengan jumlah yang dapat direalisasi oleh KPU. Permasalahan-permasalahan tersebut berpengaruh pada bertambahnya waktu pelaksanaan pekerjaan dari jadwal yang sudah ditetapkan.
2) Tahap pelaksanaan
Dalam tahap pelaksanaan, terdapat beberapa permasalah yang sudah diungkapkan oleh BPK atas  Kinerja Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2019 seperti adanya wanprestasi yang dilakukan oleh PT APM yang tidak menyelesaikan pekerjaan berupa mencetak Surat Suara Pemilu 2019 sebanyak 1.627.681 lembar serta tidak ada pemutusan kontrak terhadap PT APM yang dilakukan oleh PPK. Selain itu, BPK juga mengungkapkan permasalahan lain yaitu kurangnya pengawasan PPK dalam pendistribusian Surat Suara dari penyedia kepada KPU Kab./Kota yang berimbas pada penerimaan, pengaturan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian logistik yang tidak tepat waktu dan tidak tepatan jumlah sasaran yang terjadi di sejumlah KPU di Indonesia yang disebabkan oleh tidak optimalnya Unit Logistik KPUD dalam menjalankan pengawasan distribusi logistik. 
Dalam tahap monitoring/pengawasan, terdapat permasalahan atas monitoring dan evaluasi (monev) dalam hal perencanaan, diantaranya pelaksanaan pengadaan serta pelaksanaan distribusi logistik yang belum dilakukan secara optimal seperti hasil monev belum tersampaikan secara berjenjang dan berkala kepada pihak yang berkepentingan dan laporan monev tidak lengkap. Penyebab permasalahan tersebut dikarenakan belum adanya Peraturan KPU yang mengatur mengenai  mekanisme atas laporan monev atas perencanaan, pelaksanaan pengadaan serta pelaksanaan distribusi logistik Pemilu 2019 yang diberikan kepada para pihak terkait untuk digunakan sebagai rujukan dalam mengambil keputusan. 
Selain itu, terdapat permasalahan dalam tahap pertanggungjawaban yang terjadi di beberapa daerah diantaranya pada saat menyusun pertanggungjawaban tidak dilengkapi dengan bukti pertanggungjawaban distribusi jasa logistik Pemilu oleh KPPS kepada PPS dan KPPS, dan tidak adanya dokumen teknis atas perjanjian sewa gudang untuk penyimpanan logistik Pemilu serta permasalahan lainnya.
d. Tinjauan atas permasalahan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah harga perkiraan barang atau jasa yang ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Menurut Syahna Nabila Rachmania (2020) terdapat beberapa penyimpangan dalam menyusun HPS seperti:
1) Adanya kerjasama serta ketidak jujuran dalam melakukan mark up/menaikan harga HPS yang mengakibatkan pemborosan atas anggaran keuangan negara.
2) Merujuk pasal 11 ayat (1) huruf d Perpres 16 th 2018, disebutkan bahwa salah satu tugas PPK adalah menyusun HPS. Namun masih ditemukan beberapa kasus berupa HPS disusun oleh rekanan yang akan menjadi calon pemenang pengadaan barang/jasa.
3) Belum akuratnya kualitas atas keekonomisan dan spesifikasi harga pengadaan perlengkapan yang ditetapkan oleh PPK. Hal tersebut tercermin dari adanya kesalahan dalam penghitungan komponen harga, survei harga pasar yang belum dilengkapi atau tidak ada dokumentasi atas hasil survei pengadaan, tidak membandingkan harga dan kualitas dari sumber informasi yang berbeda.  

e. Permasalahan pengadaan logistik Pemilu/Perlengkapan pemungutan suara Pemilu Kepala Daerah (Pemilihan) 2020
Penyelenggaraan Pemilihan tahun 2020 berlangsung secara berbeda jika dibandingkan dengan Pemilihan sebelumnya karena diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19, KPU menunda jadwal Pemilihan pada 270 daerah, yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, serta 37 kota (Muhlis, 2021). Dengan adanya protokol kesehatan, terdapat pembengkakan anggaran yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang awalnya dialokasikan sebesar Rp15,23 triliun menjadi sebesar Rp20,46 triliun. Selain itu, berdasarkan hasil penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah pada tahun 2019, Pemilihan serentak rentan terjadi korupsi dan membebani APBD yang disebabkan oleh logistik yang digunakan dalam menunjang kampanye dan penyelenggaraan Pemilu dibebankan pada APBD.
Terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan oleh Bawaslu dan Ombudsman dalam pelaksanaan distribusi logistik Pemilihan tahun 2020 sebagai berikut:
1) Berdasarkan laporan dari Ombudsman RI bahwa dari 31 KPU Kab./Kota yang diperiksa, sebanyak 22 KPU atau 72% KPU kabupaten/kota belum mendistribusikan Alat Pelindung Diri (APD) ke PPK.
2) Bersumber dari data Siwaslu pada H-1 Pemilihan 2020 yaitu pada tanggal 8 Desember 2020, terdapat permasalahan berupa pemilih yang sudah terdaftar namun belum menerima surat pemberitahuan memilih di 3.236 titik, tidak terdapat akses bagi pemilih (khususnya bagi disabilitas dan lansia) di 1.089 TPS, KPPS belum menerima penghitungan suara dan perlengkapan pemungutan pada 3.219 titik. Sedangkan dalam data yang disampaikan oleh Pengawas Kelurahan/Desa, terdapat perlengkapan pemungutan suara yang kurang di 114 titik, pada 154 titik terdapat perlengkapan pemungutan suara tidak sampai di tingkat kelurahan/desa, adanya perlengkapan pemungutan suara yang rusak di 150 titik, serta adanya dugaan praktik politik uang pada 148 titik. 
f. Faktor Cuaca Dalam Distribusi Logistik Pemilu
Distribusi logistik untuk kebutuhan Pemilu Serentak 2019 dan Pilkada Serentak 2020 menghadapi berbagai kendala terutama dalam hal kondisi geografis daerah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki iklim yang rawan menghambat penyaluran logistik pemilu. Faktor cuaca menjadi salah satu pemicu melesetnya jadwal distribusi logistik. Hal ini karena pada daerah tertentu memiliki medan jalan yang masih berkontur tanah dan akan sulit dilalui jika terjadi hujan lebat.
Pemilu serentak direncanakan akan dilaksanakan pada bulan Februari 2024 dan Pilkada serentak akan dilaksanakan pada bulan november 2024, dimana 2 bulan tersebut berada pada musim yang kemungkinan curah hujannya tinggi karena telah memasuki musim penghujan. Kondisi ini diperparah dengan fenomena perubahan iklim dimana faktor cuaca akan sulit untuk diperkirakan.
Untuk itu KPU perlu melaksanakan perencanaan yang matang mengenai jadwal distribusi logistik pemilu. Logistik Pemilu jangan sampai disalurkan terlalu dekat dengan hari pemungutan untuk menghindari keterlambatan pemungutan suara. mengingat jika berkaca ke belakang, pelaksanaan pemungutan suara pada saat Pemilu serentak 2019 diwarnai keterlambatan dikarenakan faktor alam berupa cuaca ekstrem dan akses medan yang sulit.
Dinamika Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020
Penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020 dilaksanakan dalam masa pandemi Covid-19 yang menimbulkan tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Pesta demokrasi tahun 2020 ini diharapkan tetap dapat terlaksana dengan baik dengan angka partisipasi dari pemilih yang tinggi sekaligus kesehatan masyarakat dapat tetap terlindungi dari penyebaran Covid-19 selama mengikuti berbagai tahapan pemilu. Dalam realitanya masih dijumpai berbagai permasalahan diantaranya terkait anggaran dan teknis pelaksanaan Pilkada Serentak 2020. 
Dari sisi anggaran, terdapat keterlambatan transfer hibah daerah akibat beberapa daerah yang masih mengalami kekosongan jabatan sehingga masih ditempati oleh pelaksana tugas (Plt). Selain itu, terlambatnya transfer hibah daerah untuk pilkada disebabkan keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang biasanya mengandalkan Dana Alokasi Umum dari Pemerintah Pusat.
Selanjutnya dari sisi teknis pelaksanaan, terdapat beberapa tahapan pemilu yang sangat rawan terjadinya kerumunan masyarakat yang berpotensi menimbulkan penularan Covid-19, yaitu pada tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah sampai dengan masa kampanye. Selain itu juga adanya kendala berupa belum siapnya sarana aplikasi dan jaringan pendukung dalam mempercepat proses rekapitulasi suara.
Berdasarkan hasil evaluasi KPU atas penerapan aplikasi SIREKAP pada pilkada serentak tahun 2020 menemukan tiga jenis permasalahan utama yaitu daya server, akses internet, dan kapasitas SDM sebagai pengguna SIREKA. Kemampuan server SIREKAP akan down/menurun pada saat digunakan secara bersamaan dan masif pada pelaksaan rekapitulasi. Begitu juga beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada diketahui masih terdapat wilayah yang blank spot atau tidak tersedianya akses internet untuk penggunaan aplikasi SIREKAP, seperti terjadi di Provinsi Papua, dimana terdapat 43 distrik dan 149 TPS yang tidak terkoneksi dengan jaringan internet yang memadai sehingga untuk proses input rekapitulasi masih menggunakan sistem excel.
REKOMENDASI
Dengan berbagai permasalahan yang akan terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahun 2024 nanti, setidaknya menjadi perhatian pihak terkait agar pelaksanaan Pemilu tahun 2024 dapat berjalan sesuai dengan rencana. Oleh karena itu, terdapat beberapa saran perbaikan yang dapat menjadi bahan pertimbangan, sebagai berikut:
a. Akurasi dan pemutakhiran data pemilih
1) Memberikan kemudahan akses data kependudukan bagi KPU dengan berkoordinasi secara insentif dengan Disdukcapil Kab/Kota.
2) Memperkuat keterlibatan dan koordinasi antar berbagai lembaga, media massa, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan pada tahapan penetapan daftar pemilih.
3) Menyarankan agar KPU dapat membuka data pemilih by name by address dan meningkatan pengawasan anggaran dalam pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
b. SDM penyelenggara Pemilu dan Pemilihan
1) Dalam pelaksanaan rekrutmen Badan Ad Hoc alangkah baiknya dilakukan sekali saja tanpa adanya perekrutan ulang agar waktu dan anggaran perekrutan sesuai dengan pelaksanaannya. Selain itu, memperketat proses seleksi Badan Ad Hoc terutama persyaratan kesehatan.
2) Terkait permasalahan kekosongan kepemimpinan, Pemerintah Pusat menyusun regulasi yang spesifik untuk mengatasi permasalahan tersebut.
c. Efisiensi dan akuntabilitas anggaran pada pelaksanaan keserentakan Pemilu dan pemilihan
1) Mendorong adanya sinkronisasi data Sisminduk dari Kemendagri denga DPT terakhir KPU untuk mengefIsiensikan biaya kegiatan Coklit.
2) Merencanakan dan menyusun anggaran untuk kegiatan bimtek yang didasari atas kebutuhan dan kemampuan BPP Ad Hoc.
3) Memberikan akomodasi terkait biaya distribusi logistik atas kondisi kerawanan geografis baik jarak, medan, cuaca, maupun aksesibilitas dan memonitoring evaluasi SBM.
4) Memberikan jaminan berupa dukungan anggaran bagi KPU yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi anggaran, tetapi juga mempertimbangkan kondisi rill dan beban kerja.
d. Pengadaan dan distribusi logistik
1) Melakukan monitoring dan evaluasi atas perencanaan, pelaksanaan, dan distribusi logistik secara berjenjang terutama pada daerah pedalaman.
2) Melakukan penguatan kelembagaan melalui peraturan KPU, agar KPU lebih fleksibel dalam pengadaan tambahan surat.
3) Meningkatkan kapasitas dan integritas PPKom baik pada KPU maupun KPUD dalam menyusun kontrak pengadaan logistik Pemilu yang akuntabel.
4) Perlu melakukan pengkajian atas wacana penyederhanaan jumlah jenis surat terutama dalam Pilpres/Pileg untuk mengurangi beban pengadaan logistik.
5) Perlu dilakukan mitigasi risiko pandemi Covid-19 terkait pengadaan logistik terutama Alat Pelindung Diri (APD) apabila Pandemi Covid-19 masih terjadi.
e. Penyelenggaraan pilkada serentak
1) Terkait penganggaran, biaya penyelenggaraan pilkada masa akan datang perlu lebih awal dianggarkan melalui APBN, bukan diambil dari APBD. Jika anggaran pilkada tersebut tetap diwajibkan dari pembiayaan daerah, skemanya sebaiknya dengan menyisihkan dana transfer daerah yang dialokasikan dari APBN untuk provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan sistem tersebut diharapkan permasalahan seperti terlambatnya pencairan NPHD dapat di minimalisir sehingga proses tahapan pilkada dapat berjalan lebih efektif dan efisien.
2) Dalam rangka mendukung kegiatan digitalisasi pemilu, KPU sebagai penyelenggara pemilu dapat mengusulkan beberapa tahapan yang disederhanakan dengan optimalisasi aplikasi IT yang telah dimiliki, misalnya untuk pendaftaran partai politik dapat melalui aplikasi yang telah dibuat oleh KPU, yaitu Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Di samping itu, tahapan pencocokan dan penelitian  (Coklit)  daftar pemilih dapat dilakukan secara elektronik. Demikian pula usulan teknologi informasi, termasuk pelaporan dana kampanye, melalui Sistem Informasi Dana Kampanye (Sidakam), distribusi logistik melalui aplikasi Silog (Sistem Informasi Logistik), serta rekapitulasi suara menggunakan aplikasi Sirekap.
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